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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 60 TAHUN 2012 
TENTANG 

PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang 
Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
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Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH 
POLISI PAMONG PRAJA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah 
bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

4. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Pol PP, adalah anggota 
Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan 
Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta 
ketenteraman masyarakat. 

5. Jumlah polisi pamong praja adalah jumlah dari pegawai di lingkungan 
Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan 
daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentaraman 
masyarakat di luar tenaga administrasi/ kesekretariatan. 

6. Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja adalah penentuan jumlah 
pegawai dan usulan kebutuhan pegawai untuk masing-masing Satuan 
Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan 
penghitungan total skor dari indikator kriteria umum dan kriteria 
teknis. 

7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 2 
Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan jumlah Pol PP Provinsi dan  
Kabupaten/Kota berdasarkan: 
a. kriteria umum; dan 
b. kriteria teknis. 

Pasal 3 
Penetapan jumlah Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan 
untuk menentukan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai pada 
Satpol PP. 
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